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LEMBAR PENGESAHAN 
 
 
 
 
 

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR 
PELAYANAN INFORMASI   PUBLIK 

PENGESAHAN  

 
1. TUJUAN  

SOP ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan mutu Politeknik Pariwisata Bali 
akibat menjalin hubungan dengan pihak luar (instansi pemerintah/swasta) di tingkat 
internasional berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling 
menguntungkan satu sama lain (mutually beneficial). Kerjasama luar negeri ini juga 
dimaksudkan untuk mewujudkan visi Politeknik Pariwisata Bali, yaitu   berstandar 
internasiomal, unggul dan berkepribadian Indonesia 
 
2. DASAR HUKUM 

1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 
Negara RI Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149); 

2. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 tahun 2010 tentang standar layanan 
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informasi publik; 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik; 

4. Perpres No. 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelaynan Publik; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan terpadu satu 

pintu; 

6. Permen PN RB No. 38 tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit 

Pelayanan Publik; 
7. Permen PAN RB No. 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan; 

8. Permenristekdikti  No.  59  Tahun  2016  tentang Pelayanan Publik; 

 
3. RUANG LINGKUP  

Pelayanan Informasi Publik dimaksudkan sebagai keterbukaan informasi baik 
internal maupun eksternal di lingkungan Politeknik Pariwisata Bali 
 
4. TANGGUNG JAWAB  

1. Program studi 
2. Jurusan 
3. Perpustakaan 
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 
5. LSP 
6. Unit Kewirausahaan 

 
5. PERALATAN/PERLENGKAPAN  

1. Telepon 
2. Meja 
3. Komputer 

4. Kertas 

5. Printer 
6. Tinta 

7. Internet 
8.  

6. PENCATATAN DAN PENDATAAN 

1. Buku agenda 
2. Buku ekspedisi 
3. Laporan akhir 

4. dokumentasi 
 

7. PERINGATAN 

1. Pelaksanaan kegaiatan harus pemperhatikan pencapaian kinerja Politeknik 
Pariwisata Bali 

2. Pelaksanaan kegaiatan harus efektif dan efisien dengan hasil yang optimal



 

 

 

 

No 

 

 

Kegiatan 

Pelaksana Baku Mutu  

 

Keterangan 

Seluruh 

Pejabat 

PPID dan 

PPIDPembantu 

Administrator 

Website PPID  

atau Website  

 

Kelengkapan 

 

Waktu 

 

Output 

1 Mengumpulkan informasi yang berkualitas dan relevan 
dengan tupoksi  masing-masing unit baik yag di produksi 
sendiri, dikembangkan maupun yang dikirim 
kepada pihak lain, yang berupa 
arsip statis maupun dinamis, arsip aktif maupun 
arsip inaktif dan arsip vital yang dikuasai. Informasi 
yang dilakukan meliputi jenis dokumen, 
penanggungjawab pembuatan,   waktu dan tempat 
pembuatan , dan bentuk informasi yang tersedia 
(misalnya dalam 
bentuk hard copy atau sotf copy) dsb.    

   Buku panduan 
pembentukan   dan 
 operasional PPID 

2 kali 
setahun 

Daftar Informasi 
Publik yang 

 

 telah diverivikasi 
kebenarannya oleh 
direktur 

  
  

  

  

  

  

2 Mengklasifikasi seluruh informasi    yang 
dikumpulkan dan mengidentifikasikannya 
berdasarkan sifat informasi, selain  itu 
juga mengklasifikasikan informasi yang dikecualikan 
dengan katagori informasi sebagaimana yang telah 
ditetapkan melalui UU No 14 tahun 2008 pasal 17 dan 
Pasal 18 secara ketat, terbatas, dan tidak mutlak, 
informasi yang dikecualikan ini harus ditetapkan melalui 
uji konsekuensi dan uji kepentingan publik (diatur dalam 
SOP tersendiri) 

   Buku panduan 
pembentukan dan 
operasional PPID 

2 kali 
setahun 

Daftar Informasi 
Publik yang 
telah diverifikasi, 
klasifikasinya oleh 
Direktur 

Klasifikasi informasi terdiri 
atas : 
Informasi  yang wajib 
disediakan   dan   diumumkan 
secara berkala, informasi yang 
wajib dimumkan secara serta 
merta dan informasi yang wajib 
disediakan setiap saat. 

3 Mendokumentasikan informasi publik dalam   bentuk 
file khusus 
(softcopy) dan tempat penyimpanan dokumen untuk 
hardcopy dengan 
tata cara   seperti   mengarsip   dokumen   dan   
dipisahkan sesuai 
klasifikasi informasi wajib, serta merta dan berkala, 
informasi yang 
dikecualikan paling tidak hanya daftarnya saja yang 
perlu dibuat. 

   Buku khusus dan 
komputer/ 
hardcopy   khusus 
yang memuat 
dokumentas 
informasi. 

2 kali 
setahun 

Dokumen 
informasi   publik 

Staf kearsipan/dokumentasi 
mempunyai buku 
Khusus dokumentasi dan 
Semua dokumentasi data juga tercatat 
dalam bentuk softcopy. 

 yang mutahir 
  

  

  

  

4 Menetapkan Daftar Informasi Publik secara resmi 
dan memerintahkan untuk mengumumkan DIP kepada 
masyarakat. 

   PPID dan PPID 
Pembantu 
melakukan   rapat 
bersama untuk 
menetapkan 
Daftar Informasi 
Publik. 

2 kali 
setahun 

Daftar Informasi 
Publik yang 

 

  mutahir 
   

   

   

   

   



 

 

 
 
 

5 Meng-up load   DIP   ke   website   khusus   PPID   
atau   website 

  maupun melalui sarana pengumuman lainnya. 

   Website dan 
sarana 
pengumuman 
lainnya yang 
dimiliki 

2 kali 
setahun 

Adanya konten 
Daftar 
Informasi Publik di 
website 
PPID  
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